BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek


Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadah Negara kesatuan RI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dana damai. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia yang seutuhnya. Hal ini berarti pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan sebagainya atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa adil, dan sebagainya, melainkan keseimbangan dan keselarasan antara keduanya.


Pada masa sekarang ini Indonesia mengalami masa-masa sulit, dan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan maupun instansi pemerintahan harus membenahi diri. Untuk itu pemerintah dituntut untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi bangsa agar mampu bertahan dan bersaing dengan bangsa lain.


Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu sistem pengawasan yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini terlihat dari jumlah nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu permasalahan yang harus ditangani juga semakin kompleks. Disamping itu manajemen diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola operasi tiap departemen (lembaga) pemerintahan, kemudian pihak manajemen mempertanggungjawabkan hal wewenang dan kepercayaan tersebut dalam suatu laporan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan akurat.


Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Pemerintahan di Propinsi Jawa Barat Tahun 2007, maka Sistem Pengelolaan Anggaran Bendahara Daerah berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 


Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efisien, efektif, trasparan dan dapat di pertanggungjawabkan diperlukan adanya keseragaman dalam Sistem Pengajuan Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat PertangguJawaban (SPJ).


Berdasarakan uraian tersebut, maka penulis akan membahas masalah tersebut dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul “Prosedur Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat.”

1.2 Tujuan Kerja Praktek


Tujuan penulis melaksanakan kerja praktek pada Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan SPP, SPM, dan SP2D.

2. Untuk mengetahui Tata Laksana Pertanggungjawaban Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Biro Keuangan Propinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek


Kegunaan kerja praktek ini diharapkan dapat mengahasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Penulis

Hasil kerja praktek ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aplikasi teori di lapangan. 

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis sebagai pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak atau para pengambil keputusan (perusahaan) yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

4. Pengembangan ilmu manajemen

Dalam hubungan dengan pengembangan ilmu manajemen diharapkan dapat lebih bermanfaat dan bernilai guna mendukung pembangunan, ilmu manajemen dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek


Dalam melakukan kerja praktek ini, lokasi yang dipilih adalah Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Diponegoro No.22 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek dari tanggal 7 Juli 2008 sampai 8 Agustus 2008 dari pukul 07.45-15.30 wib.

